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Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Tingkat Hunian Kamar Hotel 
terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Toraja Utara 
 
Analysis Of The Number Of The Tourists And Occupancy Rates On Tax 
Revenue In North Toraja Regency 
 




Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh jumlah 
wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel di 
Kabupaten Toraja Utara. Hasil analisis data penelitian dilakukan dengan metode 
kuantitatif. Penelitian telah menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh 
positif dan signifikan khususnya pada hotel di Kabupaten Toraja Utara dengan 
periode pengamatan 2013-2015 sehingga dari hipotesis yang diajukan terbukti. 
Hasil analisis data penelitian yakni antara tingkat hunian kamar dengan 
penerimaan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara , maka dapat dikatakan ada 
pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, dimana setiap kenaikan 
tingkat hunian hotel maka akan dapat diikuti oleh adanya penerimaan pajak hotel 
di Kabupaten Toraja Utara, sehingga hipotesis yang diajukan terbukti. Hasil 
positif jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel terhadap penerimaan 
pajak di Kabupaten Toraja Utara, hal ini dibuktikan dengan kenaikan tingkat 
jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel juga berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak hotel. 
 
Kata Kunci : Jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar, penerimaan pajak hotel 
 
 
The aim of this research was to test and analyze the influence of the number of 
tourists and occupancy rates on tax revenue in North Toraja Regency. Results of 
the data analysis of research conducted by quantitative methods and have shown 
that the number of tourists and significant positive effect in particular on hotels in  
North Toraja Regency with the observation period 2013-2015 so from the 
hypothesis is proven. Results showed that the occupancy rates with tax revenue 
in North Toraja Regency, it can be said there is positive impact on tax revenues 
hotel, where any increase in hotel room rates will be followed by the tax revenue 
in North Toraja Regency, so the hypothesis is proven. Positive results the 
number of tourists and occupancy rate on tax revenue in North Toraja, this is 
evidenced by the increase in  the number of tourits and room occupancy rate also 
affect the tax revenue of the hotel. 
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1.1  Latar Belakang 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan 
untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak 
dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang 
dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada 
dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Untuk 
dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan 
yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib 
membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Oleh sebab itu peran masyarakat 
dalam pembiayaan pembangunan harus dapat terus ditumbuhkan dengan 
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. 
Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah 
memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak 
daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka usaha 
meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan 
pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan (Muliati 
2014). 
Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada 
tahun 2001, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan 
sumber pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan 
pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan masyarakat. 
Menurut Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah,  




diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Dalam usaha 
menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, dan mandiri suatu 
daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam 
perencanaan pembangunan yang akan diambil.  
Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan 
memperhatikan potensi yang dimiliki terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan 
antara sektor jasa, dan pariwisata. Salah satu pajak daerah yang potensinya 
semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya komponen sektor jasa dan 
pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang 
berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Berdasarkan 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, dijelaskan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. 
Toraja Utara adalah kabupaten yang sangat terkenal dengan potensi 
pariwisata yang dimilikinya, keunikan dan adat daerah ini menarik banyak 
perhatian wisatawan untuk datang berkunjung ke daerah ini. Dengan banyaknya 
wisatawan yang masuk ke daerah ini mendorong para pemerintah setempat 
untuk lebih meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada. Hotel adalah 
salah satu sarana yang paling menunjang kenyamanan wisatawan. Ada banyak 
hal yang dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha perhotelan, salah satunya 
adalah bagaimana pihak hotel dapat menarik pelanggan dan mempertahankan 
mereka dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik agar para 
konsumen puas terhadap layanan yang diberikan pihak hotel. Kualitas pelayanan 
berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan 
penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen.  
Pelayanan disini adalah segala macam bentuk yang diberikan oleh pihak 




yang diberikan oleh receptionist, bell boy, room service, security, cleaning service 
dan lain-lain, dengan pelayanan yang baik secara otomatis akan menaikkan 
tingkat hunian hotel yang nantinya akan berpengaruh kepada penerimaan pajak 
hotel. Berikut adalah tabel target dan realisasi pendapatan pajak hotel di Kab. 
Toraja Utara. 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Toraja 
Utara 2013-2015 
TAHUN TARGET(Rp) REALISASI(Rp) PERSENTASE (%) 
2013 Rp.662.000.000 Rp. 643.163.789 97,15% 
2014 Rp.662.000.000 Rp. 754.954.619 114,04% 
2015 Rp.957.000.000 Rp. 1.051.931.470 109,92% 
Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Toraja 
Utara 
 
Dari data Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2013-2015 terjadi 
peningkatan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel bahkan lebih besar dari 
target penerimaan pajak hotel. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya jumlah kamar hotel yang semakin bertambah maupun objek wisata 
yang semakin berkembang di Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan uraian 
tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul ini :“Analisis pengaruh tingkat 
hunian kamar dan tarif kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel di 
Kabupaten Toraja Utara”, untuk meneliti mengenai pengaruh jumlah kamar hotel 
dan objek wisata yang memberikan dampak besar bagi penerimaan pajak hotel. 
Berikut adalah tabel klasifikasi, jumlah hotel, dan jumlah kamar yang tersedia di 
Kab. Toraja Utara tahun 2013-2015.  
Tabel 1.2  Klasifikasi Hotel dan Jumlah Kamar yang Tersedia di Kabupaten 





Jumlah Kamar (unit) 
2013 2014 2015 
Wisma 20 243 261 305 
Non Bintang 5 90 108 123 
Bintang 1 3 80 106 108 
Bintang 3 3 111 118 140 
Bintang 4 2 206 206 230 
Total 33 730 799 906 





Dari data Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah hotel di Kabupaten Toraja 
Utara dari tahun 2013-2015 sebanyak 33 hotel dimana setiap tahunnya 
mengalami peningkatan dalam penyediaan jumlah kamar dimana wisma dan non 
bintang mengalami peningkatan yang lebih banyak di bandingkan hotel lainnya. 
Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya harga yang terjangkau 
untuk wisma dan hotel non bintang serta jumlah objek wisata yang semakin 
berkembang seperti diketahui Kabupaten Toraja Utara memiliki berbagai jenis 
wisata pilihan yang dapat dikunjungi wisatawan, mulai dari wisata budaya, wisata 
alam, event, wisata kuliner dan lain-lain.  
Berikut adalah Tabel kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 
wisatawan nusantara (winus) yang berkunjung ke Kab.Toraja Utara.  
Tabel 1.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Toraja Utara dari Tahun 2013-2015                                     





2013 70.128 39.855 109.983 
2014 71.522 41.058 112.580 
2015 87.462 43.575 131.037 
     Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara 
Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah wisman dan 
winus yang berkunjung ke Toraja dari tahun 2013-2015 terus mengalami 
peningkatan dan jumlah kunjungan winus jauh lebih besar pada tahun 2013-2015 
dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sejak berlakunya otonomi daerah, kemandirian suatu daerah menjadi 
tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Berbagai upaya dilakukan untuk 
dapat memaksimalkan potensi penerimaan yang nantinya digunakan sebagai 
sumber pembiayaan daerah. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari 
Pajak Hotel. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan 




1. Apakah jumlah wisatawan memengaruhi penerimaan pajak hotel 
Kabupaten Toraja Utara? 
2. Apakah tingkat hunian kamar hotel memengaruhi penerimaan pajak hotel 
Kabupaten Toraja Utara? 
3. Apakah jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel memengaruhi 
penerimaan pajak hotel Kabupaten Toraja Utara? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan yang 
muncul dalam penelitian yaitu sebagai berikut. 
1. Menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap 
penerimaan pajak hotel Kabupaten Toraja Utara. 
2. Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat hunian kamar hotel terhadap 
penerimaan pajak hotel Kabupaten Toraja Utara. 
3. Menguji dan menganalisis pengaruh jumlah wisatawan dan tingkat hunian 
kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel Kabupaten Toraja Utara. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Kegunaan Teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas 
pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel, khususnya 
mengenai potensi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli 
daerah bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi, potensi, 
efektifitas serta sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara 
dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Hotel. 
2. Kegunaan Praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 




penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah melalui 
penerimaan Pajak Hotel. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Bab I  :  Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang : latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
Bab II  : Tinjauan Pustaka. Tinjuan pustaka adalah dasar berpijak dalam 
menganalisis permasalahan yang ada. Bagian ini berisi : landasan 
teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis 
penelitian. 
Bab III : Metode Penelitian, berisi :rancangan penelitian, tempat dan waktu, 
populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, 
instrumen penelitian, dan analisis data. 
Bab IV  : Hasil Penelitian, yang berisi : karakteristik responden, penentuan 
range, analisis deskriptif dan perhitungan skor variabel x dan y, uji 
kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, dan 
uji hipotesis.  
Bab V  : Kesimpulan dan Saran, merupakan :bab penutup yang berisi : 
kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan 










2.1 Tinjauan Teori dan Konsep 
2.1.1 Sumber Penerimaan Daerah 
Tujuan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan 
pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
pelayanan umum, dan daya saing daerah.Berikut ini penjelasannya (Silalahi et 
al., 1995:12). 
1. Meningkatkan pelayanan umum 
Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan 
umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing 
daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut diharapkan 
masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi 
daerah. 
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan 
kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan 
meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan 
bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya 
secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan. 
3. Meningkatkan daya saing daerah 
Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan 
daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman 





tetap mengacu pada semboyan negara kita "Bhineka Tunggal Ika" 
walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. 
Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah 
membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. “Dalam hal ini daerah dapat 
memperolehnya melalui beberapa cara, yaitu” (Kaho, 2005:123-125). 
1. Daerah dapat mengumpulkan dana pajak daerah yang telah disetujui 
pemerintah. 
2. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman dan pihak ketiga, 
pasar uang barang maupun pemerintah. 
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh 
daerah, misalnya sekian persen dari pajak tersebut. 
4. Pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan atau subsidi dari 
pemerintah kabupaten/kota 
Adapun sumber-sumber peneriman dari suatu daerah menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan 
keuangan pusat dan daerah, adalah sebagai berikut. 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
a. Hasil pajak daerah 
Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa 
imbalan langsung yang dapat yang dapat dipaksakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan: 
1) Pajak Provinsi 
a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air (PKB) 
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air 
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 





2) Pajak Kabupaten/Kota 
a) Pajak hotel dan restoran 
b) Pajak hiburan 
c) Pertunjukan kesenian dan sejenisnya 
d) Pajak reklame 
e) Pajak penerangan jalan 
f) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian. 
g) Pajak parkir 
h) Pajak sewa menyewa/ kontrak rumah dan/ atau bangunan 
b. Hasil retribusi daerah 
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
lainnya yang dipisahkan 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
2. Dana perimbangan 
3. Pinjaman daerah 
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
 
2.1.2 Pajak 
2.1.2.1 Pengertian Pajak   
Terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli 
dari berbagai sudut pandang, antara lain: 
Menurut Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
TataCara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir 
denganUndang-Undang No.28 tahun 2007 (selanjutnya disebut undang-undang 
KUP) pasal 1 ayat 1, yang berbunyi: 
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 





Sumitro dalam Suandy (2011:1) mendefinisi pajak sebagai berikut. 
“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari 
sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang 
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang 
langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran umum”. 
 
Feldmann dalam Waluyo (2008) menyimpulkan pajak sebagai berikut. 
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 
kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara 
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk 
menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. 
 
Smeets dalam Waluyo ( 2008) mendefinisikan pajak sebagai berikut. 
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-
norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya 
kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, 
dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. 
 
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 
yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut  
1. Pembayaran pajak berdasarkan undang-undang danaturan 
pelaksanaannya. 
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan 
perpajakan akan berakibat adanya sanksi. 
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat 
dirasakan langsung oleh pembayar pajak. 
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah 
(tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan). 
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 
(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum. 
2.1.2.2 Fungsi Pajak  
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 




1 Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 
dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 
2 Fungsi Mengatur (Reguler) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya 
pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang 
mewah. 
2.1.2.3 Macam-Macam Pajak  
Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 
3, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut 
lembaga pemungutnya. (Waluyo, 2008:12). 
1. Menurut Golongan 
Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu pajak langsung 
dan pajak tidak langsung. 
a. Pajak Langsung 
Pajak langsung dalam pengertian ekonomi adalah pajak yang harus 
dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa 
dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak 
harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak. Dalam pengertian 
administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. 
Contoh: Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung 






b. Pajak Tidak Langsung 
Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang 
pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau 
pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak 
langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang 
menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau 
jasa. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. 
Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak 
tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga 
unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga 
unsur tersebut terdiri atas: 
1) Penaggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis 
diharuskan melunasi pajak. 
2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu 
beban pajaknya. 
3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-
undang harus dibebani pajak. 
Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya 
disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau 
terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak 
langsung. 
2. Menurut Sifatnya 
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak 





a. Pajak Subyektif 
Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan 
pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-
alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan 
materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Contoh: Pajak penghasilan. 
b. Pajak Objektif 
Pajak Objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa 
benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang 
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari 
subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, 
dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di 
Indonesia ataupun tidak. 
Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 
mewah. 
3. Menurut Lembaga Pemungut 
Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak 
negara (pajak pusat) dan pajak daerah. 
a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 
Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh 
departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara. 
1) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak 
a) Pajak Penghasilan 
b) PPN (penyerahan lokal) 




d) Bea Materai 
e) Bea Lelang 
2) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai) 
b. Pajak Daerah 
Pajak Daerah yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti 
provinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-
masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah 
masing-masing. Pajak Daerah terdiri dari. 
1) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 
Permukaan, dan Pajak Rokok. 
2) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 
Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, 
Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan. 
2.1.3 Pajak Daerah 
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah 
Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu. 
“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 






Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah pasal 1: 
“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.” 
 
Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak 
daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam Undang-undang 
tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan hasilnya digunakan untuk 
pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri. 
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah 
1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari. 
a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau 
penguasaaan kendaraan bermotor. 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak 
milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau 
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan 
bahan bakar kendaraan bermotor. 
d. Pajak air permukaanyaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan 
air permukaan. 
e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
Pemerintah. 
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota. 
a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel 
adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa 




losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih 
dari 10 (sepuluh). 
b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 
kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. 
c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah 
semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian 
yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 
adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk manarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 
e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 
yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan 
logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan 
batubara. 
g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 




tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak 
bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. 
h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau 
batuan di bawah permukaan tanah. 
i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas 
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah 
dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh 
orang pribadi atau Badan. 
2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah  
1. Official Assesment system 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur 
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 
tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak 
sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Masyarakat (wajib pajak) baru akan 
mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar setelah menerima Surat 
Ketetapan Pajak (SKP). Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan 
pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan 




2. Self Assesment System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak 
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 
dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 
inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan 
wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami 
peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang 
tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Disini petugas 
pajak hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. Dengan 
demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak 
bergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak). 
3. With Holding System 
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang 
setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 
berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang 
perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan 
memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana 
perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan 
pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 
2.1.4 Pajak Hotel 
Untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah berhak mengenakan 
pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah 
satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada 
rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan 
Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Hotel harus didasarkan 




Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 
Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut 
pembayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah 
kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan 
yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak 
mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat 
dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih 
dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan 
menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan 
pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan 
(Siahaan, 2010:299). 
Dasar pajak hotel Kabupaten Toraja Utara, yaitu. 
1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 2 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah. 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No 2 Tahun 2011 pasal 3 
tentang Pajak Hotel. 
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, yang 
dimaksud dengan Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
hotel. Hotel adalah adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan 
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 
(sepuluh). 
2.1.4.1 Objek Pajak Hotel 
Menurut peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara  Nomor 2 Tahun 2011 




pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 
memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.   
yang tidak termasuk objek Pajak Hotel, yaitu. 
1. Jasa asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, 
atau pemerintah daerah; 
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 
hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan 
6. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, 
dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. 
2.1.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel 
Menurut peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 
Pasal 3 Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel dan 
wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 
2.1.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel 
Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan 
kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual 
atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat 
pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau 
badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung 
atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi 




Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak 
kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan maupun 
penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas 
pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula 
semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha 
hotel. 
Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota 
untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing- 
masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota 
diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin 
berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. 
Dasar pengenaan Pajak Hotel menurut peraturan daerah Kabupaten 
Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Pajak Hotel adalah jumlah 
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel yang 
ditetapkan adalah sebesar sepuluh persen. Besarnya pajak terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel (10%) dengan dasar pengenaan. 
2.1.4.4 Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan Pajak 
Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses 
kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 
Walupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama  dengan pihak ketiga dalam 
proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan formulir perpajakan, 
pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak 
dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak 
ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan 




Menurut peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 3 Tahun 2011 
pasal 3 tentang pajak hotel pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, 
dengan kata lain seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat 
diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan diadakannya kerjasama 
dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain 
pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, 
atau penghimpun data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat 
dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya 
pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Pajak 
yang terutang dipungut di wilayah atau oleh wajib pajak dengan terlebih daerah 
tempat hotel berlokasi. Wajib pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai 
bukti atas pembayaran yang dilakukan hotel. Nota penjualan tersebut disediakan 
dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah. 
2.1.4.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel 
Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang tiga puluh hari kerja setelah saat terutangnya 
pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak 
Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka 
waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan. 
Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur 
atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga dua persen per 




pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan 
Peraturan Walikota. 
Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang 
tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan 
surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk oleh bupati. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang 
ditunjuk, hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu 
hari kerja. Setiap pembayaran Pajak Hotel diberikan tanda bukti pembayaran dan 
dicatat dalam buku penerimaan. 
2.1.4.6 Sanksi Administrasi 
Tentang sanksi menurut ketentuan pidana pasal 174 UU N0.28 Tahun 
2009 : ayat (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah(SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau 
tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar sehingga merugikan 
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana hukuman kurungan paling lama 
1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang bayar. Ayat (2) Wajib pajak yang dengan 
sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak 
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan 
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang 






Menurut Undang-undang Nomor 09 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, 
pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk 
pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait di bidang 
tersebut. Sedangkan, pengertian wisata adalah kegiatan perjalanan atau 
sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela, serta bersifat 
sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Segala sesuatu yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata disebut kepariwisataan.   
Pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan usaha untuk 
menarik wisatawan, menyediakan semua prasarana dan sarana, barang dan jasa 
fasilitas yang diperlukan, guna melayani kebutuhan wisatawan. Pengembangan 
pariwisata sangat berdampak terhadap perkembangan perekonomian. Hal ini 
dapat dilihat dari usaha setiap negara, mendorong dan meningkatkan arus 
kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Semakin banyak wisman, 
semakin banyak pula devisa yang akan diperoleh, sehingga memungkinkan 
perekonomian dalam negeri semakin maju dan berkembang.  
Industri pariwisata suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 
keamanan, situasi politik dalam negeri dan beberapa situasi global. Jika 
keamanan dan situasi politik dalam negeri suatu negara tidak kondusif, maka 
secara langsung akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan, terutama 
wisman.  
Di samping wisman, arus kunjungan wisatawan nusantara (wisnu) juga 
diharapkan akan memberikan sumbangan yang positif dalam menunjang 
kemajuan ekonomi. Meningkatnya jumlah wisnu setiap tahun, mencerminkan 




Wisatawan berdasarkan tujuan perjalanannya dibedakan menjadi 
wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Wisatawan nusantara 
(wisnu) adalah setiap orang yang melakukan kegiatan wisata, perjalanan minimal 
24 jam di luar tempat tinggalnya dalam satu negara untuk keperluan apapun 
yang bukan merupakan kegiatan mencari nafkah atau yang pekerjaan sehari-
harinya memang berhubungan  dengan perjalanan.  
Batasan/definisi tamu mancanegara atau tamu asing menurut World 
Tourism Organization (WTO) dan International Union Of Travel Organization 
(IUOTO) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara luar tempat 
tinggalnya, didorong oleh suatu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk 
memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjunginya. Definisi ini mencakup 
dua kategori tamu mancanegara, yaitu:  
1. Wisatawan (Tourist) adalah setiap pengunjung seperti definisi diatas yang 
tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 6 bulan, dengan 
maksud kunjungan antara lain: berlibur, pekerjaan/bisnis, kesehatan, 
pendidikan, misi/pertemuan/kongres, mengunjungi teman/keluarga, 
keagamaan, olahraga dan lainnya.  
2. Pelancong (Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi diatas 
yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk 
cruise passanger). Cruise passanger adalah setiap pengunjung yang tiba 
di suatu negara dengan kapal atau kereta api, dan mereka tidak 
menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut.  
Dalam melakukan perjalanan wisata, baik wisman maupun wisnu 
memerlukan tempat istirahat dan tempat menginap berupa akomodasi dengan 




sesuai dengan selera dan kemampuan wisatawan. Salah satu jenis akomodasi 
yang dapat dipilih oleh wisatawan adalah hotel.  
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Nugraha (2012) meneliti mengenai analisis terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerimaan pajak hotel (studi kasus pada pemerintah Kota 
Semarang pada tahun 2001 – 2012). Populasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah seluruh data Pajak Hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-2010. 
Untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan ketersediaan data yang ada 
(sampel jenuh) yaitu data Pajak Hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-
2010. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda 
dengan penerimaan Pajak Hotel sebagai variabel dependennya dan empat 
variabel independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, 
dan laju inflasi. Data yang digunakan adalah data sekunder selama tahun 2001-
2010 yang diperoleh dariBadan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, 
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, dan Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, dan 
laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota 
Semarang.   
Muqaddas (2013) meneliti mengenai faktor penentu penerimaan pajak 
perhotelan di Kota Pare-Pare. Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah hunian 
kamar, tarif rata-rata kamar, dan produk domestik regional bruto (PDRB) yang 
menjadi faktor penentu penerimaan pajak perhotelan di Kota Parepare. 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi 
dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder runtut waktu 
(timeseries). Data dianalisis dengan analisis regresi. Hasil penelitian 




mempergunakan fasilitas hotel dengan pembayaran dan tarif rata-rata kamar 
hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak perhotelan. Untuk 
PDRB deflator tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 
perhotelan di Kota Parepare.  
 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Analisis yang digunakan guna mengetahui permasalahan-permasalahan 
yang ada adalah analisis pengaruh guna mengetahui pengaruh jumlah 
wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel yang secara nyata ada. Analisis ini 
diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan penerimaan 
pajak hotel dan kajian teori yang ada. Bila hasil perhitungan penerimaan pajak 
hotel telah didapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas dari 
penerimaan pajak hotel dihitung berdasarkan jumlah kamar hotel yang ada serta 
objek wisata yang memengaruhi penerimaan pajak hotel. Dengan demikian, bila 
penerimaan pajak hotel dapat diketahui maka efektivitas secara langsung dapat 
pula diketahui. 
Judul penelitian ini yaitu: analisis pengaruh jumlah wisatawan dan tingkat 
hunian kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara, 
maka yang dimaksud dengan jumlah wisatawan adalah besarnya jumlah 
wisatawan baik macanegara maupun nusantara yang berkunjung ke seluruh 
objek wisata di Kabupaten Toraja Utara (satuan orang), sedangkan yang 
dimaksud pengaruh tingkat hunian kamar adalah seberapa besar peranan tingkat 
hunian kamar hotel dapat memengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten 
Toraja Utara. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak hotel memiliki aspek 
yang sangat penting untuk diteliti sebagai suatu pendekatan dalam memahami 
kontribusi pajak daerah terdiri dari potensi pajak daerah, yang merupakan suatu 
kondisi yang menggambarkan kekuatan/ kemampuan dari pajak hotel di 




Pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang dilakukan melalui analisis 
yang mendalam terhadap potensi jumlah kamar hotel dan objek wisata 
Kabupaten Toraja Utara. Jika terjadi pertumbuhan terhadap penerimaan pajak 
hotel di Kabupaten Toraja Utarayang disebabkan oleh tingkat hunian kamar dan 
tarif kamar hotel, maka secara otomatis akan memberikan dampak positif 
terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan uraian di atas maka dapat 










Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
2.4 Hipotesis Penelitian 
Adapun hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 
1. Pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel 
Sebagai salah satu Kabupaten tujuan wisata, Kabupaten Toraja Utara 
banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun 
mancanegara. Para wisatawan pada umumnya tertarik dengan sejarah, 
keanekaragaman budaya, maupun panorama alamnya. Dalam hal ini, 
pemerintah daerah mengenakan pajak pada tempat-tempat wisata.  
Adanya pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada 
penerimaan pajak daerah. Disamping mendapat penghasilan pajak dari tempat-











yang dikenakan hotel terhadap tamunya. Semakin banyak jumlah wisatawan 
yang berkunjung ke Toraja Utara dan menginap di hotel, semakin tinggi pula 
penerimaan pajak hotel Kabupaten Toraja Utara. Banyaknya  wisatawan  yang  
berkunjung  ke  suatu  daerah  tujuan  wisata tertentu menjadi  salah  satu  bukti  
bahwa  daerah  tersebut mempunyai daya tarik wisata yang  besar. Upaya untuk  
meningkatkan Pendapatan daerah sektor pariwisata perlu dikaji pengelolaanya 
untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan 
dan efisiensi. pendapatan sektor pariwisata dapat dilihat dari jumlah kunjungan 
wisatawan dimana dalam hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh 
Nasrul (2010) dimana dalam penelitiannya jumlah kunjungan wisatawan 
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata. 
berdasarkan asumsi diatas dapat dbuat suatu hipotesis sebagai berikut 
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut : 
H1 : Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 
hotel. 
2. Pengaruh tingkat hunian kamar hotel terhadap penerimaan pajak hotel. 
Dewasa ini pembangunan hotel-hotel, terutama di kota besar 
berkembang dengan pesat. Fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap, 
tetapi juga untuk menjalankan bisnis, mengadakan seminar, ataupun sekadar 
mencari ketenangan saja.   
Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana 
jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang 
mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Dengan tersedianya kamar hotel yang 
memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, 
terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industri 




akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut 
semakin lama menginap (Rudi, 2001) sehingga pada akhirnya penerimaan 
daerah akan meningkat melalui pengenaan Pajak Hotel. 
Muqqadas, A. Azinar, A. Karim Saleh, dan Madris (2013) menemukan 
bahwa bahwa variabel jumlah hunian kamar mempunyai kontribusi signifikan 
terhadap variabel penerimaan Pajak Perhotelan. Felita (2006) melalui 
penelitiannya memperoleh hasil tingkat okupansi kamar hotel bintang 
H2 : Tingkat hunian kamar hotel berpengaruh positif terhadap 
penerimaan pajak hotel. 
3. Pengaruh jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel terhadap 
tingkat penerimaan pajak hotel 
Salah satu hal yang berpengaruh terhadap penerimaan bagi suatu daerah 
adalah jumlah wisatawan dan juga jumlah hunian suatu hotel. Kegiatan konsumtif 
dari para wisatawan akan menguntungkan daerah yang dituju karena akan 
meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Ketika para wisatawan memutuskan 
untuk menetap lebih lama di suatu daerah, maka sektor perhotelan akan 
diuntungkan, karena akan meningkatkan pendapatan bagi hotel tersebut. 
Semakin tingginya pendapatan dari sektor perhotelan, maka penerimaan pajak 
hotel juga akan meningkat. 
H3 : Jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel berpengaruh 









3.1 Rancangan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Data yang digunakan berupa data laporan realisasi pendapatan dan peraturan 
daerah mengenai Pajak Hotel yang akurat kualitasnya. Sugiyono (2003:14) 
mengemukakan penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data 
yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.” Sedangkan menurut 
Arikunto (2006:12) “metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan 
penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan 
data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Penelitian 
kuantitatif memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk 
numerik. Pengaturan penelitian ini dilakukan secara alamiah melalui penelitian 
lapangan (field research) menggunakan survey terhadap responden. Penelitian 
ini menggunakan horizon waktu cross-sectional, data hanya dikumpul sekali 
selama penelitian berlangsung. 
Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian 
ini sebagai bahan atau materi untuk keperluan pembahasan, maka teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data-data yang 
mendukung penulisan ini secara langsung dari lapangan, di kantor Dinas 








3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara 
dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan 
mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek 
pokok penelitian.  
 
3.3 Populasi Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan (wisata dan bisnis) 
dan hotel yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara. Jumlah hotel/penginapan 
sebanyak 38 unit yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1  Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan yang 
dinyatakan oleh informan-informan dalam instansi terkait. 
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk penjelasan atau uraian yang 
diperoleh, sehingga nantinya masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. 
3.4.2  Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung pada 
lokasi penelitian, khususnya pada Kantor DPPKAD Kabupaten Toraja 
Utara dan melakukan wawancara langsung dengan staf Kantor DPPKAD 





2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber di luar 
objek penelitian berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan erat 
dengan masalah yang dibahas. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data diperlukan dalam penelitian ini, maka metode 
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut. 
1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 
sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel, kendala, potensi 
(berdasarkan jumlah kamar hotel dan objek wisata di Kabupaten Toraja 
Utara), upaya peningkatan kontribusi penerimaan pajak hotel, dan sistem 
pengawasan pemungutan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 
Kabupaten Toraja Utara. 
2. Penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini dilakukan dengan 
mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa 
karya ilmiah, buku-buku, atau kepustakaan lainnya yang berhubungan 
erat dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3. Interview, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap 
respoden yang dalam hal ini pimpinan dan beberapa pegawai Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara. 
4. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data, laporan 
tertulis, dan semua peristiwa yang berhubungan dengan Kontribusi 







3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah kamar hotel dan objek 
wisata, sedangkan Variabel terikat adalah penerimaan pajak hotel. Definisi 
operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Tingkat hunian kamar adalah jumlah kamar yang terjual dalam periode 
yang diamati. 
2. Jumlah wisatawan adalah banyaknya wisatawan yang berkunjung ke 
Kabupaten Toraja Utara. 
3. Penerimaan Pajak Hotel adalah ukuran pajak yang diterima oleh 
pemerintah atau fiskus yang disetorkan oleh wajib pajak kepada 
pemerintah berdasarkan pajak hotel yang ditetapkan. 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain.  
1. Target Pajak Hotel adalah perkiraan yang ditetapkan dan diharapkan 
diterima oleh pemerintah daerah atas pelayanan operasional yang 
dilakukan oleh hotel. 
2. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel adalah penerimaan yang diterima oleh 
pemerintah daerah atas pelayanan operasional yang dilakukan oleh hotel. 
3. Jumlah hotel adalah banyaknya hotel yang tersedia. 
4. Jumlah kamar adalah banyaknya kamar yang ada dan tersedia untuk 
dihuni. 
5. Jumlah wisatawan adalah banyaknya wisatawan yang berkunjung ke 
kabupaten Toraja Utara. 
6. Objek wisata adalah sebagai pusat wisata yang digunakan untuk 
mengundang wisatawan agar berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara dan 




3.7 Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 
sederhana untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk 
menguji hipotesis yang diajukan. Teknik regresi sederhana dipilih untuk 
digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi sederhana dapat mengetahui 
Regresi adalah alat yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh 
antar variabel. Model yang paling sederhana untuk menjelaskan pengaruh antara 
variabel dependen dengan satu variabel independen adalah regresi sederhana. 
Persamaan garis regresi : 
Y = a + bX 
Dimana :  
Y   = Variabel terikat / Dependent variabel 
X   = Variabel bebas/ Independent variabel 
a   = Intersep/ Konstanta 
b   = koefisien regresi 
Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah. 
 Y = a + β1X1 + β2X2 
Dimana: 
Y = Variabel dependent 
β = Koefisien variabel Independent (Koefisien arah regresi linier) 
a =  Merupakan intercept yang merupakan nilai Y saat nilai prediktor 
sebesar nol.  
X1 = Jumlah wisatawan 
X2  = Tingkat hunian kamar hotel 
3.7.1 Uji asumsi klasik 
Jatmiko (2006) mengatakan pengujian gejala asumsi klasik dilakukan 
agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased 
Estimator). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 





Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 
normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan 
model regresi adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan Normal 
P-Plot. Distribusi data dinyatakan normal apabia nilai p dari One Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test > 0,05, dan sebaliknya, sedangkan Normal 
Probability Plot of Regression Standarized Residual apabila data 
menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka 
model regresi memnuhi asumsi normalitas. 
2. Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model 
regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain 
berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi 
tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya 
heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi 
heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah 
meregresikan antara variabel bebas dengan variabel residual absolute. 
3.7.2 Pengujian Hipotesis 
1. Uji keberartian masing-masing koefisien regresi atau disebut dengan uji t 
(uji parsial / koefisien regresi) digunakan untuk memperkuat keyakinan 
penulis tentang kesimpulan hasil yang diperoleh setelah dilakukan 
perhitungan analisis korelasi linear. Di samping itu analisis ini juga dapat 
digunakan untuk mengetahui apakah bukti yang ada memadai atau tidak 




pengaruh independen terhadap variabel dependen secara individual pada 
taraf 5% berarti hipotesis diterima. Jika lebih dari 5% maka hipotesis 
ditolak. 
2. Uji keberartian model regresi atau disebut uji F (uji Anova), digunakan 
untuk melihat model persamaan regresi yang digunakan apakah variabel 
independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Tingkat signifikan yang ditetapkan dalam uji F ini yaitu sebesar 5%. Dasar 
pengambilan keputusan jika variabel independen berpengaruh secara 
simultan terhadap variabel dependen sebesar 5% maka uji hipotesis ini 
















Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis 
yaitu sebagai berikut. 
1. Hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
jumlah wisatawan berpengaruh positif khususnya pada beberapa Hotel di 
Kabupaten Toraja Utara dengan periode pengamatan 2013-2015. 
2. Hasil analisis data penelitian antara tingkat hunian kamar dengan 
penerimaan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara, maka dapat dikatakan 
ada pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, dimana setiap 
kenikan tingkat hunian maka akan dapat diikuti oleh adanya penerimaan 
pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara. 
3. Hasil analisis data penelitian secara serempak yakni antara jumlah 
wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel berpengaruh positif terhadap 
penerimaan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara, dimana setiap adanya 
peningkatan jumlah wisatawan dan tingkat hunian maka akan diikuti 
dengan adanya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Toraja Utara. 
 
5.2. Saran-saran 
Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian 
dan kesimpulan yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut. 
1. Disarankan agar perlunya memperhatikan aspek-aspek yang 
mempengaruhi jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel guna 





2. Disarankan pula kepada pengusaha hotel sebaiknya dalam melakukan 
perhitungan dan pelaporan pajak hotel disesuaikan dengan peraturan 
daerah yang telah ditetapkan. 
3. Disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan jumlah 
wisatawan yang terus bertambah namun tidak menambah penerimaan 
pajak hotel oleh karena wisatawan lebih memilih untuk menggunakan 
tenda atau menginap dirumah warga seperti halnya objek wisata lolai 
yang menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung namun tidak 
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LAMPIRAN 2 :  
PERHITUNGAN TINGKAT HUNIAN KAMAR HOTEL PADA BEBERAPA 
HOTEL DI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013-2015 
 








  Toraja Heritage Hotel 2013 120 120 100,00 
    2014 120 115 95,83 
    2015 134 134 100,00 
  Hotel Marante 2013 42 41 97,62 
    2014 42 40 95,24 
    2015 44 42 95,45 
  Toraja Misliana Hotel 2013 86 80 93,02 
    2014 86 80 93,02 
    2015 96 96 100,00 
  Luta Resort Toraja 2013 39 39 100,00 
    2014 46 46 100,00 
    2015 56 56 100,00 
  Toraja Prince Hotel 2013 30 27 90,00 
    2014 30 25 83,33 
    2015 40 39 97,50 
  Rantepao Lods 2013 28 25 89,29 
    2014 38 35 92,11 
    2015 40 38 95,00 
  Hotel Hiltra 2013 22 22 100,00 
    2014 29 26 89,66 
    2015 29 29 100,00 
  Hotel Torsina 2013 18 18 100,00 
    2014 21 18 85,71 
    2015 30 28 93,33 
  Hotel Indra 2013 30 29 96,67 
    2014 39 34 87,18 
    2015 39 38 97,44 
  Hotel Pison 2013 18 16 88,89 
    2014 23 19 82,61 
    2015 23 22 95,65 
  Hotel Madarana 2013 12 10 83,33 
    2014 16 16 100,00 
    2015 16 14 87,50 
  Hotel Bobatu Hera 2013 24 22 91,67 
    2014 30 26 86,67 
    2015 30 28 93,33 
  Poppies Hotel 2013 18 15 83,33 
    2014 18 17 94,44 
    2015 24 23 95,83 
  Wisma Maria 1 2013 24 22 91,67 
    2014 30 26 86,67 
    2015 30 28 93,33 
  Wisma Tanabua 2013 18 10 55,56 
    2014 18 16 88,89 
    2015 18 16 88,89 




    2014 10 10 100,00 
    2015 10 9 90,00 
  Wisma Monoton 2013 12 10 83,33 
    2014 12 10 83,33 
    2015 16 14 87,50 
  Wisma Irama 2013 16 14 87,50 
    2014 16 14 87,50 
    2015 20 17 85,00 
  Wisma Kambuno 2013 24 20 83,33 
    2014 30 28 93,33 
    2015 38 30 78,95 
  Hotel Nonongan 2013 13 11 84,62 
    2014 13 12 92,31 
    2015 13 12 92,31 
  Wisma Pola 2013 11 10 90,91 
    2014 11 11 100,00 
    2015 11 9 81,82 
  Hotel Marlin 2013 10 8 80,00 
    2014 10 8 80,00 
    2015 15 13 86,67 
  Wisma Sarla 2013 10 8 80,00 
    2014 10 8 80,00 
    2015 10 8 80,00 
  Wisma Imanuel 2013 10 9 90,00 
    2014 10 9 90,00 
    2015 10 10 100,00 
  Wisma Famili 2013 12 10 83,33 
    2014 12 9 75,00 
    2015 12 11 91,67 
  Wisma Monika 2013 10 9 90,00 
    2014 10 9 90,00 
    2015 16 14 87,50 
  Wisma Malita 2013 10 8 80,00 
    2014 10 8 80,00 
    2015 15 14 93,33 
  Pondok Nilam 2013 7 6 85,71 
    2014 7 6 85,71 
    2015 7 6 85,71 
  Hotel Niel 2013 10 10 100,00 
    2014 12 10 83,33 
    2015 19 16 84,21 
  Wisma Toraja Palma 2013 10 8 80,00 
    2014 10 8 80,00 
    2015 10 9 90,00 
  Wisma Batutumonga 2013 8 7 87,50 
    2014 10 9 90,00 
    2015 10 9 90,00 
  Wisma Fios 2013 10 8 80,00 
    2014 10 8 80,00 
    2015 13 10 76,92 
  Wisma Mentirotiku 2013 8 8 100,00 
    2014 10 8 80,00 





LAMPIRAN 3 :  
TABEL PERHITUNGAN JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA DAN 
MANCANEGARA DI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013-2015 
 
No Nama Hotel Tahun Jumlah Wisatawan 
  Toraja Heritage Hotel 2013 17.872 
    2014 17.101 
    2015 18.976 
  Hotel Marante 2013 487 
    2014 405 
    2015 565 
  Toraja Misliana Hotel 2013 11.212 
    2014 987 
    2015 10.365 
  Luta Resort Toraja 2013 520 
    2014 470 
    2015 495 
  Toraja Prince Hotel 2013 570 
    2014 450 
    2015 549 
  Rantepao Lods 2013 148 
    2014 162 
    2015 150 
  Hotel Hiltra 2013 437 
    2014 389 
    2015 402 
  Hotel torsina 2013 987 
    2014 888 
    2015 900 
  Hotel Indra 2013 8.654 
    2014 8.008 
    2015 8.353 
  Hotel Pison 2013 1.116 
    2014 908 
    2015 1.068 
  Hotel Madarana 2013 1.189 
    2014 990 
    2015 1.142 
  Poppies Hotel 2013 1.467 
    2014 1.325 
    2015 1.432 
  Hotel Bobatuhera 2013 57 
    2014 62 
    2015 59 
  Wisma Maria 1 2013 678 
    2014 666 
    2015 801 
  Wisma Tanabua 2013 32 
    2014 40 
    2015 48 
  Duta 88 Cottage 2013 128 




    2015 142 
  Wisma Monton 2013 30 
    2014 28 
    2015 38 
  Wisma Irama 2013 128 
    2014 109 
    2015 159 
  Wisma Kambuno 2013 982 
    2014 870 
    2015 993 
  Hotel Nonongan 2013 1.876 
    2014 1.211 
    2015 2.311 
  Wisma Pola 2013 2.678 
    2014 2.567 
    2015 2.781 
  Hotel Marlin 2013 456 
    2014 487 
    2015 563 
  Wisma Sarla 2013 567 
    2014 419 
    2015 618 
  Wisma Imanuel 2013 45 
    2014 50 
    2015 67 
  Wisma Famili 2013 224 
    2014 267 
    2015 272 
  Wisma Monika 2013 290 
    2014 300 
    2015 303 
  Wisma Malita 2013 589 
    2014 500 
    2015 643 
  Pondok Nilam 2013 40 
    2014 48 
    2015 57 
  Hotel Niel 2013 189 
    2014 200 
    2015 280 
  Wisma Toraja Palma 2013 49 
    2014 43 
    2015 56 
  Wisma Batutumonga 2013 300 
    2014 287 
    2015 386 
  Wisma Fios 2013 333 
    2014 301 
    2015 359 
  Wisma Mentirotiku 2013 212 
    2014 221 






LAMPIRAN 4 :  
 
PERHITUNGAN PAJAK HOTEL PADA BEBERAPA HOTEL DI KABUPATEN 
TORAJA UTARA TAHUN 2013-2015 
 
No Nama Hotel Tahun Pendapatan Jasa Hotel Pajak Hotel 
  Toraja Heritage Hotel 2013 917.045.670 91.704.567  
    2014 1.577.450.000 157.745.000  
    2015 1.922.500.000 192.250.000  
  Hotel Marante 2013 416.397.190 41.639.719  
    2014 640.507.250 64.050.725  
    2015 825.400.000 82.540.000  
  sToraja Misliana Hotel 2013 692.552.180 69.255.218  
    2014 871.000.000 87.100.000  
    2015 932.500.000 93.250.000  
  Luta Resort Toraja 2013 773.672.990 77.367.299  
    2014 592.560.000 59.256.000  
    2015 823.640.000 82.364.000  
  Toraja Prince Hotel 2013 221.200.250 22.120.025  
    2014 167.760.000 16.776.000  
    2015 250.540.000 25.054.000  
  Rantepao Lodge 2013 100.825.000 10.082.500  
    2014 80.563.000 8.056.300  
    2015 125.764.000 12.576.400  
  Hotel Hiltra 2013 49.350.000 4.935.000  
    2014 63.640.000 6.364.000  
    2015 73.520.000 7.352.000  
  Hotel Torsina 2013 111.850.000 11.185.000 
    2014 128.570.000 12.857.000  
    2015 147.650.000 14.765.000  
  Hotel Indra 2013 1.348.629.000 134.862.900  
    2014 1.704.540.000 170.454.000  
    2015 1.825.240.000 182.524.000  
  Hotel Pison 2013 67.615.000 6.761.500  
    2014 129.930.000 12.993.000  
    2015 165.500.000 16.550.000  
  Hotel Madarana 2013 335.775.000 33.577.500  
    2014 380.838.000 38.083.800  
    2015 428.760.000 42.876.000  
  Poppies Hotel 2013 133.730.000 13.373.000  
    2014 151.268.000 15.126.800  
    2015 187.000.000 18.700.000  
  Hotel Bobatu Hera 2013 167.000.000 16.700.000  
    2014 200.400.000 20.040.000  
    2015 26.742.000 2.674.200  
  Wisma Maria 2013 110.480.000 11.048.000  
    2014 186.885.000 18.688.500  
    2015 299.000.000 29.900.000  
  Wisma Tanabua 2013 43.160.000 4.316.000  
    2014 75.400.000 7.540.000  
    2015 92.000.000 9.200.000  





    2014 31.050.000 3.105.000  
    2015 41.000.000 4.100.000  
  Wisma Monton 2013 12.100.000 1.210.000  
    2014 18.750.000             1.875.000  
    2015 20.000.000 2.000.000  
  Wisma Irama 2013 22.450.000 2.245.000  
    2014 18.750.000 1.875.000  
    2015 24.260.000 2.426.000  
  Wisma Kambuno 2013 17.240.000 1.724.000  
    2014 26.700.000 2.670.000  
    2015 32.500.000 3.250.000  
  Hotel Nonongan 2013 126.320.000 12.632.000  
    2014 146.616.000 14.661.600  
    2015 153.000.000 15.300.000  
  Wisma Pola 2013 23.730.000 2.373.000  
    2014 44.100.000 4.410.000  
    2015 58.200.000 5.820.000  
  Wisma Marlin 2013 33.820.000 3.382.000  
    2014 38.230.000 3.823.000  
    2015 41.000.000 4.100.000  
  Wisma Sarla 2013 21.920.000 2.192.000  
    2014 29.099.000 2.909.900  
    2015 32.500.000 3.250.000  
  Wisma Imanuel 2013 5.000.000 500.000  
    2014 8.600.000 860.000  
    2015 9.600.000 960.000  
  Wisma Famili 2013 18.350.000 1.835.000  
    2014 4.200.000 420.000  
    2015 16.572.000 1.657.200  
  Wisma Monika 2013 32.720.000 3.272.000  
    2014 42.250.000 4.225.000  
    2015 44.000.000 4.400.000  
  Wisma Malita 2013 23.955.000 2.395.500  
    2014 11.300.000 1.130.000  
    2015 26.600.000 2.660.000  
  Pondok Nilam 2013 12.000.000 1.200.000  
    2014 13.675.000 1.367.500  
    2015 18.428.800 1.842.880  
  Hotel Batutumonga 2013 11.000.000 1.100.000  
    2014 10.000.000 1.000.000  
    2015 12.500.000 1.250.000  
  Wisma Toraja Palma 2013 12.500.000 1.250.000  
    2014 18.500.000 1.850.000  
    2015 21.000.000 2.100.000  
  Niel hotel 2013 34.500.000 3.450.000  
    2014 39.500.000 3.950.000  
    2015 46.205.000 4.620.500  
  Wisma Fios 2013 31.000.000 3.100.000  
    2014 42.200.000 4.220.000  
    2015 52.200.000 5.220.000  
  Wisma Mentirotiku 2013 28.500.000 2.850.000  
    2014 13.800.000 1.380.000  




LAMPIRAN 5 :  





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,805a ,648 ,641 24343349,997 
a. Predictors: (Constant), Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian 
b. Dependent Variable: Pajak Hotel 
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a. Dependent Variable: Pajak Hotel 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 
-72418703,561 29971719,782  -2,416 ,018 
Tingkat 
Hunian 
922626,043 339019,797 ,173 2,721 ,008 
Jumlah 
Wisatawan 
8382,708 725,783 ,735 11,550 ,000 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Tingkat Hunian 99 55,56 100,00 89,0638 7,62482 
Jumlah Wisatawan 99 28 18976 1525,19 3561,626 
Pajak Hotel 
99 420000 192250000 22539151,85 40631095,153 






























































































































a. Dependent Variable: Pajak Hotel 
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